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Pembuatan akta jual beli tanah seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya
praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong sudah terjadi sejak lama dan dapat
menyeret PPAT ke dalam gugatan Pengadilan untuk diminta pertanggungjawabannya atas pembuatan akta.
Penelitian ini pertama membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan
terhadap pembuatan akta jual beli tanah berdasar blangko kosong oleh PPAT karena PPAT sebagai pejabat
pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga
hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat, kedua mengenai perbandingan ratio decidendi
hakim pada putusan utama dengan putusan pembanding lainnya dalam kasus akta jual beli tanah berdasar
blangko kosong, dan ketiga mengenai pertanggungjawaban PPAT atas perbuatannya tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa yang pertama dalam memutuskan perkara mengenal aktajual beli menggunakan
blangko kosong pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721K/Pdt/2017, Mahkamah Agung (MA) secara
garis besar hanya menguatkan putusan-putusan sebelumnya padaha pada kasus ini Pengadilan Negeri
kurang tepat menggunakan dasar hukumnya yakni UUJN karena pembuatan akta jual beli tanah merupakan
kewenangan PPAT bukanlah Notaris, ssmpulan kedua adalah ratio decidendi MA dalam kasus-kasus akta
jual beli tanah berdasar blangko kosong terdapat perbedaan fokus pertimbangan pada masing-masing kasus,
seperti penekanan padatidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, asas terang dan tunai, atau tidak
dibacakannya akta oleh PPAT kepada para pihak, dan ketiga tanggung jawab yang dapat dikenakan pada
PPAT atas perbuatannya adal ah tanggung jawab secara perdata dalam bentuk ganti rugi atas dasar perbuatan
melawan hukum serta pertanggungjawaban secara administratif dan pidana.

...... Making of aland sale and purchase deed should be carried out in accordance with applicable regulations.
Unfortunately, the practice of making land sale and purchase deeds using empty blanks has been going on
for along time and was the negligence of the PPAT which could drag itself into a court lawsuit to be held
accountable for the deeds. First, this study discusses the problem of judges considerations in making
decisions in making land sale and purchase deeds based on empty blanks by PPAT because PPAT asan
authentic deed maker is closely related to a notary even though the powers of the two are different, so the
judge must use the right legal basis, and second about the comparison of the ratio decidendi the judge with
other comparative decisions in the case of land sale and purchase deeds based on blank blanks, and the last
about the PPAT's responsibility for his actions. This study used a normative juridical method with a
descriptive-analytical typology. The results of this study can be concluded that first, in deciding cases
regarding sale and purchase deeds using blank blanks in the Supreme Court Decision Number 2721K / Pdt /
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2017, the Supreme Court (MA) in general only strengthens previous decisions even though in this case the
District Court is not quite right to use the legal basisis UUJN because the making of the land sale and
purchase deed is the authority of the PPAT not the notary public. The second, the Supreme Court's
decidendi ratio in cases of land sale and purchase deeds based on blank blanks, there are differences in the
focus of consideration in each case, such as the emphasis on not fulfilling the legal terms of the agreement,
the principle of transparency and cash, or not reading the deed by the PPAT to the parties. The last,
responsibility that can be imposed on the PPAT relating to cases of land sale and purchase deeds that use
blank form iscivil liability in the form of compensation based on illegal acts, but can also be held
accountable administratively and criminally.



